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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 800 /17/ DINSOS / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN  2024
 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa  untuk  tertib  Penyusunan  Rencana  Kerja  Perangkat
Daerah  (Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu  Selatan)  perlu
ditetapkan  Tim  Penyusun  Rencana  Kerja(  RENJA)  Tahun
Anggaran 2024;

b. bahwa untuk  melaksanakan maksud tersebut pada huruf  a  di
atas  perlu  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang  Darurat  Nomor:  04  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Lembaran  Negara
Republik Inonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1091);

2. Undang-undang  Nomor :  17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);

3. Undang-undang  Nomor :  25 Tahun  2004  Tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor :  33 Tahun 2004 Tentang  Perimbangan
Keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);

5. Undang-Undang  Republik  Indoseia  Nomor  11  Tahun  2020
tentang  cipta  kerja  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 No.245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

6. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2015
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun  2015-2019  ( Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 2 );
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008
tentang  tata  cara  Penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah,  tata  cara  evaluasi  rancangan Peraturan
Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Derah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (  Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

10. Peraturan  Daerah  Nomor 4 Tahun  2008 tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (  RPJPD  )  Provinsi
Bengkulu  Tahun 2005-2025  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Bengkulu  Tahun  2008 Nomor  4  )  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nomor  15  Tahun  2013
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu
Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Tahun  Tahun  2005-2025
( Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15 );

11. Peraturan  Daerah  Nomor:  7  Tahun  2011  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Selatan  Tahu  2005-2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7;

12. Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Tahun  2011
Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(  RPJMD  ) Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Tahun  2021-2026
sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten
Bengkulu  Selatan  Nomor  03  Tahun  2017  (  Lembaran  Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 03 );

14. Peraturan  Bupati  Bengkulu  Selatan  Nomor  13 Tahun  2023
tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial
Kabupaten  Bengkulu  Selatan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 13 );

Memperhatikan : Peraturan Bupati  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Nomor  49 tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2024.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu

Selatan yang telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan
No 49 Tahun 2023 untuk dijadikan Pedoman menyusun RKA/DPA
Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;

KEDUA : Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas  Sosial Kabupaten  Bengkulu  Selatan
yang disusun memuat rencana program, kegiatan beserta kebutuhan
pendanaan pagu indikatif  Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Dalam  pelaksanaan  keputusan  ini  harus  sesuai  dan  berpedoman
pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari  terdapat  kekeliruan  dalam  keputusan  ini  akan  diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL : 01 Februari   2023  

Salinan Keputusan ini disampikan   kepada   Yth.  :  
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kepala Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing Kepala Bidang/Kabid/Kasubag di Lingkungan Dinas Sosial
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINSOS KAB.BENGKULU SELATAN
NOMOR: : 800/ 17/DINSOS/2023
TANGGAL : 01 Februari 2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PADA 
DINAS SOSIAL

NO NAMA JABATAN DALAM KEGIATAN KET
1 2 3 4
1. KEPALA DINAS SOSIAL Penanggung Jawab

2. SEKRETARIS DINAS SOSIAL Koordinator

3. PERENCANA AHLI MUDA Ketua

4. KABID PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL

Anggota

5. KABID REHABILITASI SOSIAL Anggota
6. KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL Anggota
7. KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN Anggota
8. Patmono Sugiri, A.Md Anggota

9. Heru Saputra, S.Pd Anggota

10. Mia Venta Sartika, SE Anggota

Ditetapkan di :  Manna
Pada tanggal                     :  01Februari 2023  
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 800 /62/ DINSOS / 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 

PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024
 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa  untuk mendukung program kegiatan perangkat daerah
yang  ada  maka  perlu  ditetapkan  Rencana  Kerja  Perangkat
Daerah (Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan);

b. bahwa untuk  melaksanakan maksud tersebut pada huruf  a  di
atas  perlu  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang  Darurat  Nomor:  04  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Lembaran  Negara
Republik Inonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1091);

2. Undang-undang  Nomor :  17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);

3. Undang-undang  Nomor :  25 Tahun  2004  Tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  74,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor :  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);

5. Undang-Undang  Republik  Indoseia  Nomor  11  Tahun  2020
tentang  cipta  kerja  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 No.245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

6. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2015
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun  2015-2019  ( Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 2 );
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008
tentang  tata  cara  Penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah,  tata cara evaluasi  rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Derah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (  Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023;

11. Peraturan  Daerah  Nomor 4 Tahun  2008 tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (  RPJPD  )  Provinsi
Bengkulu  Tahun 2005-2025  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Bengkulu  Tahun  2008 Nomor  4  )  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nomor  15  Tahun  2013
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu
Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Tahun  Tahun  2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15 );

12. Peraturan  Daerah  Nomor:  7  Tahun  2011  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Selatan  Tahu  2005-2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7;

13. Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Tahun  2011
Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (
RPJMD  ) Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Tahun  2021-2026
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu  Selatan  Nomor  03  Tahun  2017  (  Lembaran  Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 03 );

15. Peraturan  Bupati  Bengkulu  Selatan  Nomor  13 Tahun  2023
tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial
Kabupaten  Bengkulu  Selatan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 13);
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Memperhatikan : Peraturan Bupati  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Nomor  49 tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja  (Renja)  Dinas  Sosial   Kabupaten Bengkulu  Selatan

yang telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan No 49
Tahun 2023 untuk dijadikan Pedoman menyusun RKA/DPA Tahun
Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;

KEDUA : Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas  Sosial Kabupaten  Bengkulu  Selatan
yang  disahkan  memuat  rencana  program,  kegiatan  beserta
kebutuhan  pendanaan  pagu  indikatif   Tahun  Anggaran  2024;
Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari  terdapat  kekeliruan  dalam  keputusan  ini  akan  diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL : 20 Juli   2023  
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KATA PENGHANTAR

Puji  syukur  kami  Panjatkan  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  atas

petunjuk-Nya,  maka  salah  satu  kewajiban  yang  dipersyaratkan  bagi  setiap  Instansi

Pemerintah berupa Perencanaan Kerja (Renja) dapat kami selesaikan sesuai rencana.

Perencanaan  Kerja  ini  selanjutnya  akan  menjadi  dokumen Perencanaan yang

akan  dijadikan  pedoman  dan  acuan  didalam  melaksanakan  Program  Pembangunan

Kesejahteraan  Sosial  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  yang  akan  dilaksanakan  pada

tahun 2024. Disamping itu pula Renja ini akan menjadi tolok ukur didalam menilai dan

mengukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai Instruksi Presiden RI

Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

              Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan Renja ini, semoga dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan serta dapat memberikan manfaat pada pihak-

pihak yang berkepentingan.

Manna, 20 Juli 2023
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan  kerja  merupakan  proses  penyusunan  perencanaan  yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan

memproyeksikan apa yang telah dicapai tahun lalu dan perkiraan maju satu tahun

ke depan dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan peluang dan

kendala)  yang  ada  atau  mungkin  timbul.  Dokumen  yang  dihasilkan  dari

perencanaan kerja disebut ’Rencana Kerja’ atau populer disebut Renja.

Rencana  Kerja  diperlukan  sebagai  instrumen  untuk  lebih  mengarahkan

tujuan  organisasi  yang  akan  dicapai  dan  bagaimana  cara  mencapainya.

Perencanaan  kerja  merupakan  awal  dari  proses  akuntabilitas  suatu  lembaga

kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Oleh  karena  itu,  proses  penyusunan

perencanaan kerja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan

(stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam  upaya  meningkatkan  keserasian  pembangunan  sektoral  dan

pembangunan  daerah  serta  usaha  menjamin  laju  perkembangan  dan

kesinambungan  pembangunan  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  diperlukan

perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola

perencanaan  berbasiskan  perencanaan  masyarakat,  dengan  melibatkan  lebih

banyak peran dari  para stakeholders.  Yang pada gilirannya diharapkan mampu

menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara

transparan, demokratis dan akuntable.

Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,  telah merubah pola  perencaan yang ada,

dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu

indikatif dan perencaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

proses bottom-up dan top down.

1



Kedudukan  Renja  OPD  adalah  merupakan  rincian  Rencana  Kerja

Pemerintah Daerah pada OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinsos selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Kerja

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pembangunan  bidang  Kesejahteraan  Sosial  dilaksanakan  melalui  usaha-

usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan

yang  ditujukan  untuk  mewujudkan,  membina,  memelihara,  memulihkan  dan

mengembangkan  kesejahteraan  sosial  yang  dilaksanakan  bersama  sebagai

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.  

Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial,

pengendalian  dan  pengawasan  usaha  kesejahteraan  sosial,  kurangnya  jaminan

sosial dan kurangnya penggalian sumber kesejahteraan sosial. 

Guna  mewujudkan  sasaran  penanganan  kehidupan  sosial  yang  dinamis

maka program kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan kepada

pelaksanaan  Pembinaan  Partisipasi  Sosial  Masyarakat,  Rehabilitasi  Sosial,

Pelayanan Sosial dan Pembinaan terhadap Rawan Sosial.

1.2 Landasan Hukum 

a. Undang – Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom  Kabupaten  dalam  Lingkungan Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan

(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 1091);

b. Undang  –  Undang  Nomor  09  Tahun  1967  tentang  Pembentukan  Propinsi

Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3037);

c. Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan

Lembaran  Negara   Nomor  5587),  Sebagaimana  telah  diubah   beberapa  kali

diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  09  Tahun  2015  Tentang

Perubahan  Keduaatas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
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Pemerintahan  Daerah(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara

Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara

Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten

Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 nomor 09);

h. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

i. Peraturan Bupati  Bengkulu  Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud  Penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu

Selatan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana

Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu satu

tahun  (tahun  2024),  dengan  memadukan  penjabaran  RKPD  dengan

Renstra  SKPD  yang  memuat  rancangan  dalam  bidang  sosial,  program

prioritas  Dinas  Sosial  Kabupaten Bengkulu  Selatan  dan rencana kerja,

pendanaan dan perkiraan maju.
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1.3.2 Tujuan  penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu

Selatan tahun 2024 adalah :

a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

tahun  2024  untuk  menghasilkan  suatu  acuan  guna  pelaksanaan

program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

pada Tahun 2024. 

b. Menyusun  Rencana  Kerja  tahun  2024  untuk  menjadi  acuan

Penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

(APBD) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  Rencana  Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu

Selatan Tahun 2024 yakni didasarkan pada :

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

b.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2024 

b.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

b.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS SOSIAL

b.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

b.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi 

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Renja Dinas Sosial Tahun 2024

4.2 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan
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BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rangkuman atas Rencana Kerja

Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 
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 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

 DINAS SOSIAL 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Pencapaian 

Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan disusun

mengacu  pada  Permendagri  No.  86  Tahun  2017  yang  merupakan  dokumen

perencanaan dimana didalamnya  memuat  tujuan,  kebijakan dan strategis  yang

akan  dilaksanakan  dalam  rangka  mensukseskan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi

Dinas Sosial sebagai mana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu

Selatan Nomor 13  tahun 2023  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki

Fungsi  sebagai  tolak  ukur  dari  pencapaian  visi,  misi,  tujuan  dan  program

pemerintah  daerah kabupaten Bengkulu selatan dalam urusan  pemeritah bidang

sosial kewenangan daerah. Untuk itu setiap program dan jegiatan yang dirumuskan

harus  mampu  mengakomudasidan  mendukung  pencapaian  visi,misi  tujuan

pemerintah . program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan indikatif perlu

dirumuskan dengan berdasarkan pada kondisi ,potensi, permasalahan, kebutuhan

nyata  dan  aspirasi  masyarakat  yang  tumbuh  berkembang  di  daerah  dan

beroreintASI  PAD  hasil  yng  akan  dicapai  selama  satu  tahun  kedepan  dengan

memperhitungkan  kekuatan  (strength),  kelemahan  (weakness),  peluang

(opportunity),  dan  ancaman  (treatment)  yang  ada  dan  mungkin  timbuldengan

mengantisipasi  perkembangan  masa  depan  yang  diiginkan  dan  dapat  dicapai

dengan mengacu pada RPJMD.

Dalam  rangka  mencapai  fungsi  dan  tugas  pokok,  Dinas  Sosial  Kabupaten

Bengkulu  Selatan  pada  tahun  2024  melaksanakan   urusan  sosial  meliputi  6

program,  16 kegiatan dan 65 sub kegiatan .

Demi  mewujudkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  dan  kegiatan  pada  tahun

anggaran  2024  di  Dinas  Sosial  pelaksanaannya  dibiayai  oleh  APBD  Kabupaten

Bengkulu  selatan.  Perincian  realisasi  anggaran  dana  kegiatan  pada  tahun  2023

dapat dicermati pada tabel 2.1 berikut ; 
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                                                                                                                                                TABEL 2.1

                                                        Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun 2023
                                                                                                                 Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama OPD             : DINAS SOSIAL

Kode

Urusan/
Bidang
Urusan

Pemerintah
daerah dan

Program/Kegi
atan

Indikator
kinerja

Program
(Out

comes ) /
Kegiatan
(Out put )

Target kinerja
capaian

program
Renstra OPD
tahun 2023

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil
Program

dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun

2020

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan
Tahun 2022

Tabel program
dan kegiatan

(Renja
Perangkat

Daerah 2023)

Perkiraan realisasi capaian
target renstra perangkat daerah

s/d tahun berjalan
OPD

Penangg
ung

Jawab

Target Renja
Perangkat

Daerah Tahun
2022

Realisasi  Renja
Perangkat

Daerah Tahun
2022

Tingkat
Realisasi

(%)

Realisasi capaian
program dan
kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat
capaian
realisasi

target
renstra (%)

K
Rp.

(000)
K

Rp.
(000

)
K

Rp.
(000)

K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. (000) K

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) 12
Urusan Program Kegiatan 
OPD

 
0
1

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

 
0
1

 
2

 
0
1

Perencanaan, 
penganggara
n, dan 
evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah

0
1

2
0
1

0
1

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan
Perangkat 
Daerah

6
dokum

en

24,000
,000

7 50,000,000 7 50,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

 
6

30,000,000 6 30,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

 DINAS
SOSIAL
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0
1

2
0
1

0
2

Koordinasi dan
penyusunan 
Dokumen RKA 
-SKPD

Jumlah 
Dokumen 
RKA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
RKA-SKPD

2
dokum

en

25,500
,000

3 15,000,000 3 15,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
1

0
3

Koordinasi dan
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD

2
dokum

en

20,500
,000

3 15,000,000 3 15,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
1

0
4

Koordinasi dan
Penyusunan 
DPA-SKPD

Jumlah 
Dokumen 
DPA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi
Penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD

2
dokum

en

20,000
,000

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
1

0
5

Koordinasi dan
Penyusunan 
Perubahan 
DPA-SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD

2
dokum

en

25,000
,000

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
1

0
6

Koordinasi dan
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
ikhtasr 
Realisasi 

Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Koordinasi 

2
dokum

en

20,300
,000

3 5,511,000 3 5,511,000
1

00.0
0

1
00.0

0
 2 6,000,000 2 6,000,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

8



Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja
SKPD

0
1

2
0
1

0
7

Evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah

7
dokum

en

20,500
,000

5 41,443,000 5 41,443,000
1

00.0
0

1
00.0

0
 7 44,000,000 7 44,000,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
2

Administrasi 
keuangan 
perangkat 
daerah

3,556,613,
892

3,556,613,
892

3,503,943,
892

3,503,943,
892 DINAS

SOSIAL

0
1

2
0
2

0
1

Penyediaan 
Gaji Dan 
Tunjangan Asn

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN

35
orang

3,433,
213,89

2
56

3,433,213,
892

56
3,433,213,

892

1
00.0

0

1
00.0

0
35

3,433,213,
892

35
3,433,213,

892

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
2

0
2

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas Asn

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

12
dokum

en

20,800
,000

12 50000000 12 50000000
1

00.0
0

1
00.0

0

  1
7

50,000,000   17 50,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
2

0
3

Pelaksanaan 
Penatausahaan
dan 
Pengujian/Veri
fikasi 
Keuangan 
SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/V
erifikasi 
Keuangan 
SKPD

12
dokum

en

20,150
,000

 1
2

 10,000,00
0

 12
 10,000,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2 0
2

0
5

Koordinasi dan
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

2
Lapora

n

19,200
,000

  2 10,730,000   2 10,730,000 1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL
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Akhir Tahun 
SKPD

0
1

2
0
2

0
7

Koordinasi dan
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwu
lan/Semestera
n

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/
Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Tri
wulanan/Se
mesteran 
SKPD

19
Lapora

n

21,050
,000

12 10,000,000 12 10,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
2

0
8

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan 
dan Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran

3
dokum

en

19,600
,000

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
3

Administrasi 
Barang Milik 
Daerah Pada 
Perangkat 
Daerah

12,000,00
0

12,000,00
0

12,000,00
0

12,000,00
0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
3

0
6

Penatausahaan
Barang Milik 
Daerah Pada 
SKPD

Jumlah 
Laporan 
Penatausaha
an Barang 
Milik Daerah 
Pada SKPD

12
Lapora

n

20,400
,000

12 12,000,000 12 12,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0
12 12,000,000 12 12,000,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah

80,000,00
0

80,000,00
0

80,000,00
0

80,000,00
0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

0
1

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Disiplin 
Pegawai

Jumlah Unit 
Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Pegawai

35 unit
20,000

,000
38

 20,000,00
0

38
 20,000,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

 
58

 10,000,00
0

 36
 10,000,00

0

 
100.
00

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

0
2

Pengadaan 
Pakaian Dinas 

Jumlah Paket
Pakaian 

35
paket

20,224
,108

38
 50,000,00

0
38

 50,000,00
0

1
00.0

1
00.0

 3
6

 20,000,00
0

 36
 20,000,00

0
 

100.
 

100.
DINAS
SOSIAL
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beserta Atribut
kelengkapanny
a

Dinas 
beserta 
Atribut 
Kelengkapan

0 0 00 00

0
1

2
0
5

0
3

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah 
dokumen 
Pendataan 
dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

35
dokum

en

21,000
,000

 
36

 15,000,00
0

 36
 15,000,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

0
9

Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi

Jumlah 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan

35
orang

19,850
,000

 
-

  1
5

 18,000,00
0

  1
5

 18,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

  1
5

 15,000,00
0

  15
 15,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

1
0

Sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan

Jumlah orang
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan

35
orang

20,150
,000

 
20

 10,000,00
0

 
20

 10,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

  1
5

 10,000,00
0

  15
 10,000,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
5

1
1

Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang – 
undangan

Jumlah orang
yang 
mengikuti 
Bimbingan 
Teknis 
Implementas
i Peraturan 
Perundang – 
undangan

35
orang

21,000
,000

8
 48,000,00

0
 
8

 48,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0
 6

 10,000,00
0

 6
 10,000,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

Administrasi 
umum 
perangkat 
daerah

 799,609,2
00

 799,609,2
00

92,462,88
7

92,462,88
7

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

0
1

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan 
Kantor

Jumlah Paket
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pene
rangan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan

49
paket

19,500
,000

12
         7,992,

000
12

           7,992
,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
50

8,881,180 50 8,881,180
 

100.
00

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0 2 0 0 Penyediaan Jumlah paket 20 21,000 12  8,000,000 12  8,000,000 1 1   2  9,000,000   20  9,000,000 1   DINAS

11



1 6 2

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

Penyediaan 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 
yang 
disediakan

paket ,000
00.0

0
00.0

0
0

00.0
0

100.
00

SOSIAL

0
1

2
0
6

0
4

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor

Jumlah Paket
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan

20
paket

20,500
,000

12
       50,732,

200
12

         50,73
2,200

1
00.0

0

1
00.0

0

  2
0

 54,146,70
7

  20
 54,146,70

7

 
100.
00

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

0
5

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah paket
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan
yang 
disediakan

12
paket

20,000
,000

12
       14,772,

200
12

         14,77
2,200

1
00.0

0

1
00.0

0
  2  8,500,000   20  8,500,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

0
6

Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang – 
undangan

Jumlah 
Dokumen 
Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
PerundangU
ndangan 
yang 
Disediakan

5
dokum

en

25,000
,000

  1
00
0

7,000,000
  100

0
7,000,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

0
9

Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan
Konsultasi SKP

Jumlah 
Laporan 
Penyelengga
raan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD

20
lapora

n

20,000
,000

1
156,104,00

0
1

15610400
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 6
0

5,005,000  60 5,005,00
 

100.
00

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
6

1
0

Penatausahaan
Arsip Dinamis 
pada SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Penatausaha
an Arsip 
Dinamis 
pada SKPD

3
dokue
men

14,000
,000

DINAS
SOSIAL

0
1

2 0
6

1
1

Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintaha

3
dokum

en

11,000
,000

DINAS
SOSIAL

12



pada SKPD n Berbasis 
Elektronik 
pada SKPD

0
1

2
0
7

Pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah

 525,586,5
00

 525,586,5
00

 58,501,00
0

 58,501,00
0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
7

0
1

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas 
Jabatan yang 
Disediakan

1 unit
32,000

,000
 
1

13,500,000  
1

13,500,000
1

00.0
0

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
7

0
2

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan
yang 
Disediakan

1 unit
35,000

,000
 

10

200,000,00
0

 
10

200,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0
1 1 1 1

1
00.0

0

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
7

0
5

Pengadaan 
Mebel

Jumlah Paket
Mebel yang 
Disediakan

1
paket

26,000
,000

1 15,999,000 1 15,999,000
1

00.0
0

1
00.0

0
 1 15,999,000  1 15,999,000

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
7

0
6

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Jumlah Unit 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang
Disediakan

11 unit
20,000

,000
 

12
8,000,000  

12
8,000,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 1
1

15,000,000  11 15,000,000
1

00.0
0

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
7

0
9

Pengadaan 
Gedung Kantor
atau Bangunan 
Lainnya

Jumlah unit 
Pengadaan 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 
Yang 
disediakan

2 unit
30,000

,000
 1

 14,002,00
0

 1
 14,002,00

0

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2 0
8

Penyediaan 
jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintah 

 96,447,06
8

         96,44
7,068

 56,698,92
1

 56,698,92
1

DINAS
SOSIAL

13



daerah

0
1

2
0
8

0
1

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

12
lapora

n

5,000,
000

12
         7,000,

000
12

           7,000
,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
12

10,000,000  
12

10,000,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
8

0
2

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya
Air dan 
Listrik yang 
Disediakan

12
lapora

n

22,000
,000

12
       45,997,

068
12

         45,99
7,068

1
00.0

0

1
00.0

0

 
12

 26,298,92
1

 
12

 26,298,92
1

1
00.0

0

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
8

0
3

Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 
yang 
Disediakan

5
lapora

n

8,400,
000

12
         8,000,

000
12

           8,000
,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 2
0

 8,400,000  20  8,400,000
1

00.0
0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
8

0
4

Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
umum Kantor

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
umum 
Kantor yang 
Disediakan

36
lapora

n

21,000
,000

12
       35,450,

000
12

         35,45
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
12

 12,000,00
0

 
12

 12,000,00
0

 
100.
00

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
9

Kegiatan 
pemeliharaan
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah

 340,857,3
00

 340,857,3
00

120,000,0
00

120,000,0
00

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2 0
9

0
2

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan,  
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

5 unit 25,000
,000

12      129,907,
300

12        129,90
7,300

1
00.0

0

1
00.0

0

 
10

100,000,00
0

 
10

100,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

14



Perijinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan

yang 
Dipelihara 
dan 
dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya

0
1

2
0
9

0
5

Pemeliharaan 
Mebel

Jumlah 
Mebel yang 
Dipelihara

5 unit
10,000

,000
1 1

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
9

0
6

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang
Dipelihara

11 unit
21,000

,000
11 10,950,000

 1
1

10,950,000
1

00.0
0

1
00.0

0

 1
1

 8,000,000  11  8,000,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
9

0
9

Pemeliharaan 
Gedung Kantor
dan Bangunan 
Lainnya

Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang
Dipelihara/D
irehabilitasi

1 unit
20,000

,000
 1 12,000,000  1 12,000,000

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

0
1

2
0
9

1
0

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor
dan Bangunan 
Lainya

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang
Dipelihara/D
irehabilitasi

2 unit
21,000

,000
 
1

     200,000,
000

 
1

       200,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
2

PROGRAM 
PEMBERDAYA
AN SOSIAL

 524,964,4
00

 524,964,4
00

144,000,0
00

144,000,0
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
2

0
2

0
3

Pengembanga
n Potensi 
Sumber 
Kesejahteraa
n
Sosial Daerah 
Kabupaten/K
ota

 524,964,4
00

 524,964,4
00

144,000,0
00

144,000,0
00

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
2

0
2

0
3

0
1

Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi 
Pekerja Sosial 
Masyarakat 

Jumlah 
Orang 
Mendapat 
Peningkatan 
Kapasitas 

22
orang

74,880
,000

 
11

20,000,000  
11

20,000,000  
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

15



Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

Pekerja 
Sosial 
Masyarakat 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

1
0
6

0
2

0
2

0
3

0
2

Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi Tenaga
Kesejahteraan 
Sosial 
Kecamatan 
Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

Jumlah 
Tenaga 
Kesejahteraa
n Sosial 
Kecamatan 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota yang 
Meningkat 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota
Kapasitasnya

11
orang

74,886
,000

 
11

     177,000,
000

 
11

       177,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
11

 25,000,00
0

 
11

 25,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
2

0
2

0
3

0
3

Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi 
Sumber 
Kesejatraan 
Sosial Keluarga
Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

Jumlah 
Keluarga 
yang 
Meningkat 
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

95
keluar

ga

74,884
,000

 
50

       47,909,
200

 
50

         47,90
9,200

1
00.0

0

1
00.0

0

 
70

 39,000,00
0

 
70

 39,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
2

0
2

0
3

0
4

Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi 
Sumber 
Kesejatraan 
Sosial Keluarga
Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

Jumlah 
Lembaga 
Kesejahteraa
n Sosial yang
Meningkat 
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

3
lemba

ga

75,132
,500

 
3

     150,007,
600

 
3

       150,00
7,600

1
00.0

0

1
00.0

0

 
8

40,000,000  
8

40,000,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
2

0
2

0
3

0
5

Peningkatan 
Kemampuan 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Pengutan 
Lembaga 
Konsultasi 
Kesejatraan 
Keluarga (L3k)

Jumlah 
Sertifikat 
yang dari 
Hasil 
Peningkatan 
Sumber Daya
Manusia dan 
Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahteraa

25
sertifik

at

75,133
,500

  2
5

     150,007,
600

  2
5

       150,00
7,600

1
00.0

0

1
00.0

0

  2
5

20,000,000   25 20,000,000  
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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n Keluarga 
(LK3) 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

1
0
6

0
4

Kegiatan 
Pemeliharaan
anak 
terlantar

 345,209,0
00

 345,209,0
00

 180,758,0
00

 180,758,0
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

02
0
1

Rehabilita
si Sosial 
Dasar 
Penyanda
ng 
Disabiltas 
Terlantar, 
Anak 
Terlantar, 
Lanjut 
Usia 
Terlantar, 
serta 
Gelandang
an 
Pengemis 
di Luar 
Panti 
Sosial

 345,209,0
00

 345,209,0
00

120,755,0
00

120,755,0
00

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

02
0
1

0
1

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Permakanan 
Sesuai 
dengan 
Standar Gizi 
Minimal 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

50
orang

10,000
,000

 
10
0

32,750,000  
100

32,750,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
4

02 0
1

0
2

Penyediaan
Sandang

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Pakaian dan 
Kelengkapan

150
orang

16,066
,000

 
15
0

       
50,000,00
0

 
15
0

         50,0
00,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
15
0

11,000,000  
150

11,000,000  
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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Lainnya yang
Tersedia 
dalam 1 
Tahun 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

1
0
6

0
4

2
0
1

0
3

Penyediaan
Alat Bantu

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n Alat Bantu 
dan Alat 
Bantu Peraga
Sesuai 
kebutuhan 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

150
orang

15,000
,000

 30
       
50,000,00
0

 3
0

         
50,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 3
0

 12,000,00
0

 30
 12,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
1

0
4

Pemberian 
Pelayanan 
Reunifikasi 
Keluarga

Jumlah 
Orang yang 
mendapat 
Pemberian 
Pelayanan 
Reunifikasi 
Keluarga 
Kewenangan
g 
Kabupaten/
Kota

15
orang

16,200
,000

 15
       
50,000,00
0

 1
5

         
50,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 1
5

  10,000,00
0

 15
  10,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

02
0
1

0
5

Pemberian 
Bimbingan 
Fisik, 
Mental, 
Spiritual, 
dan Sosial

Jumlah 
Peserta 
Bimbingan 
Fisik, Mental,
Spiritual dan 
Sosial 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

75
0rang

16,300
,000

 
50

       32,997,
000

 
50

         32,99
7,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
35

 14,000,00
0

 
35

 14,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
0
1

6

Pemberian 
Bimbingan 
Sosial 
kepada 
Keluarga 
Penyandan
g 
Disabilitas 
Terlantar, 

Jumlah 
Peserta 
Bimbingan 
Sosial 
kepada 
Keluarga 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, 

25
orang

15,487
,000

DINAS
SOSIAL
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Anak 
Terlantar,
Lanjut Usia 
Terlantar 
serta 
Gelandanga
n Pengemis
dan 
Masyarakat

Anak 
Terlantar 
Lanjut Usia 
Terlantar, 
serta 
Gelandangan
Pengemis 
dan 
Masyarakat 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

1
0
6

0
4

2
0
1

0
9

Pemberian 
Layanan 
Data dan 
Pengaduan

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n Layanan 
Data dan 
Pengaduan 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

25
orang

15,100
,000

  2
5

 12,000,00
0

  25
 12,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
1

1
0

Pemberian 
Layanan 
Kedarurata
n

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan
Kabupeten/
Kota

45
orang

17,100
,000

 3
1

 29,005,00
0

 31
 29,005,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
1

1
1

Pemberian 
Pelayanan 
Penelusura
n Keluarga

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n Pelayanan 
Penelusuran 
Keluarga 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

50
orang

10,000
,000

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
4

2 0
2

Rehabilita
si Sosial 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahter
aan Sosial 
(PPKS) 
Lainnya 
Bukan

 60,003,00
0

 60,003,00
0

 60,003,00
0

 60,
003,
000

DINAS
SOSIAL
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Korban 
HIV/AIDS 
dan 
NAPZA di 
Luar Panti 
Sosial

1
0
6

0
4

2
0
2

0
2

Pemberian 
Layanan 
Kedarurata
n

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

45
orang

5,000,
000

  3
1

7,003,000
  3
1

7,003,000
1

00.0
0

1
00.0

0

  3
1

7,003,000   31 7,003,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
2

0
3

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n 
Pemenuhan 
Kebutuhan  
Permakanan 
Sesuai 
dengan 
Standar Gizi 
Minimal 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

40
orang

11,100
,000

 
10
0

 20,000,00
0

 
10
0

 20,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 
10
0

 20,000,00
0

 
100

 20,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
2

0
4

Penyediaan
Sandang

Jumlah orang
yang 
Menerima 
pakaian dan 
kelengkapan 
lainnya yang 
Tersedia 
dalam 1 
tahun 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

150
orang

15,150
,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
4

2 0
2

0
7

Pemberian 
Bimbingan 
Fisik, 
Mental, 
Spiritual, 
dan Sosial

Jumlah 
Peserta 
Bimbingan 
Fisik, Mental,
Spiritual dan 
Sosial 
Kewenangan

35
orang

16,720
,000

 
90

 13,000,00
0

 
90

 13,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

  7
5

 13,000,00
0

  75  13,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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Kabupaten/
Kota

1
0
6

0
4

2
0
2

0
8

Pemberian 
Bimbingan 
Sosial 
kepada 
Keluarga 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahtera
an Sosial 
(PPKS) 
Lainnya 
Bukan 
Korban 
HIV/AIDS 
dan NAPZA

Jumlah 
Peserta 
dalam 
Pemberian 
Bimbingan 
Sosial 
kepada 
Keluarga 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraa
n Sosial 
(PPKS) 
Lainnya 
Bukan 
Korban 
HIV/AIDS 
dan NAPZA 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

75
orang

16,300
,000

 
75

 12,000,00
0

 
75

 12,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

  7
5

 12,000,00
0

  75
 12,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
4

2
0
2

1
4

Koordinasi 
dan Kerja 
Sama antar 
Lembaga 
dan 
Kemitraan 
dalam 
Pelaksanaa
n 
Rehabilitasi
Sosial 
Kabupaten
/Kota

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Koordinasi 
dan Kerja 
Sama antar 
Lembaga dan
Kemitraan 
dalam 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 
Sosial 
Kabupaten/
Kota

12
dokum

en

16,200
,000

  4  8,000,000   4  8,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0
  4  8,000,000   4  8,000,000

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

PROGRAM 
PERLINDU
NGAN DAN
JAMINAN 
SOSIAL

 120,000,0
00

 120,000,0
00

133,005,0
00

133,005,0
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
1

Pemelihar
aan Anak-
Anak 
Terlantar

 120,000,0
00

 120,000,0
00

 65,000,00
0

 65,000,00
0

DINAS
SOSIAL

1 0 0 2 0 0 Penjangkau Jumlah 100 30,000  20        40,000,  2          40,00 1 1  2  20,000,00  20  20,000,00     DINAS
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6 5 1 1 an Anak-
Anak 
Terlantar

Anak-Anak 
Terlantar 
yang 
Dijangkau 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

orang ,000 000 0 0,000
00.0

0
00.0

0
0 0 0

100.
00

100.
00

SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
1

0
2

Rujukan 
Anak-Anak 
Terlantar

Jumlah 
Anak-Anak 
Terlantar 
yang 
Mendapat 
Rujukan 
Kabupaten/
Kota

100
orang

16,500
,000

 
20

       40,000,
000

 
20

         40,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
20

 15,000,00
0

 
20

 15,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
1

0
3

Pemantaua
n terhadap 
Pelaksanaa
n 
Pemelihara
an Anak 
Terlantar

Jumlah Anak 
Terlantar 
yang 
Terpantau 
dan 
Terpelihara 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

100
orang

16,500
,000

 
20

       40,000,
000

 
20

         40,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
20

 30,000,00
0

 
20

 30,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
2

Pengelolaa
n Data 
Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah
Kabupaten
/Kota

 120,000,0
00

 120,000,0
00

68,005,00
0

68,005,00
0

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
2

0
1

Pendataan 
Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten
/Kota

Jumlah Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/
Kota yang 
didata

13609
orang

25,500
,000

13
60
9

     150,000,
000

13
60
9

       150,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
65

 25,000,00
0

 
65

 25,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
5

2 0
2

0
2

Pengelolaa
n Data 
Fakir 
Miskin 
Cakupan 
Daerah 
Kabupaten
/Kota

Jumlah 
Keluarga 
yang 
Mendapatka
n 
Pengentasan 
Fakir Miskin 
Kabupaten/

13609
keluar

ga

23,000
,000

13
60
9

       40,000,
000

13
60
9

         40,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 6
5

 10,000,00
0

 65  10,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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Kota

1
0
6

0
5

2
0
2

0
3

Fasilitasi 
Bantuan 
Pengemban
gan 
Ekonomi 
Keluarga

Jumlah 
Keluarga 
Penerima 
Manfaat 
(KPM) yang 
Mendapatka
n Bantuan 
Sosial 
Kesejahteraa
n Keluarga 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

68
keluar

ga

26,500
,000

13
60
9

       50,000,
000

13
60
9

         50,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 7
20
0

12,005,000
 720

0
12,005,000

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
5

2
0
2

0
4

Fasilitasi 
Bantuan 
Pengemban
gan 
Ekonomi 
Masyarakat

Jumlah 
Orang 
Mendapatka
n Bantuan 
Pengembang
an Ekonomi 
Masyarakat 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

50
orang

26,500
,000

 50
       15,000,

000
 5
0

         15,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 5
0

21,000,000  50 21,000,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
1

Perlindun
gan Sosial 
Korban 
Bencana 
Alam dan 
Sosial 
Kabupaten
/Kota

 203,025,4
50

 203,025,4
50

120,000,0
00

120,000,0
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
1

0
1

Penyediaan
Makanan

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n 
Permakanan 
3x1 Hari 
dalam Masa 
Tanggap 
Darurat 
(Pengungsia
n) 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

100
orang

25,470
,000

 10
0

       53,025,
540

 1
00

         53,02
5,540

1
00.0

0

1
00.0

0

 1
00

 10,000,00
0

 100
 10,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1 0 0 2 0 0 Penyediaan Jumlah 100 25,470         50,000,           50,00 1 1   15,000,00   15,000,00     DINAS
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6 6 1 2 Sandang

Orang yang 
Mendapatka
n Pakaian 
dan 
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia 
pada Masa 
Tanggap
Darurat 
(Pengungsia
n) dan Pasca 
Bencana 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

orang ,000
10
0

000
10
0

0,000
00.0

0
00.0

0
10
0

0 100 0
100.
00

100.
00

SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
1

0
3

Penyediaan
Tempat 
Penampun
gan 
Pengungsi

Jumlah 
Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

20 unit
25,470

,000

 
10
0

       50,000,
000

 
50

         50,00
0,000

50.0
0

1
00.0

0

 
10
0

 20,000,00
0

 
100

 20,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
1

0
4

Penangana
n Khusus 
bagi 
Kelompok 
Rentan

Jumlah 
Orang yang 
Mendapatka
n 
Penanganan 
Khusus bagi 
Kelompok 
Rentan 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

20
orang

10,000
,000

 10
0

       50,000,
000

 1
00

         50,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
1

0
5

Pelayanan 
Dukungan 
Psikososial

Jumlah 
Korban 
Bencana 
yang 
Mendapatka
n Layanan 
Dukungan 
Psikososial 
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

50
orang

15,470
,000

 10
0

       50,000,
000

 1
00

         50,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 1
00

 10,000,00
0

 100
 10,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
2

Penyeleng
garaan 
Pemberda

 104,856,6
00

 104,856,6
00

65,000,00
0

65,000,00
0

DINAS
SOSIAL
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yaan 
Masyaraka
t terhadap 
Kesiapsiag
aan 
Bencana

1
0
6

0
6

2
0
2

0
1

Koordinasi,
Sosialisasi 
dan 
Pelaksanaa
n Kampung
Siaga 
Bencana

Jumlah 
Kampung 
yang 
Melaksanaka
n Koordinasi 
Sosialisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Kampung 
Siaga 
Bencana
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

60
kampu

ng

25,470
,000

 
50

       25,000,
000

 
50

         25,00
0,000

1
00.0

0

1
00.0

0

 
60

 15,000,00
0

 
60

 15,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
6

2
0
2

0
2

Koordinasi,
Sosialisasi 
dan 
Pelaksanaa
n Taruna 
Siaga 
Bencana

Jumlah 
Orang yang 
Melaksanaka
n Koordinasi,
Sosialisasi 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Taman 
Makam dan 
Pelaksanaan 
Taruna Siaga
Bencana 
Kewenangan
Kabupaten/
Kot

65
orang

25,470
,000

 
50

50,000,000  
50

50,000,000
1

00.0
0

1
00.0

0

  7
0

50,000,000   70 50,000,000
 

100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
7

Program 
Pengelolaa
n Taman 
makam 
pahlawan

 60,000,00
0

 60,000,00
0

 60,000,00
0

 60,000,00
0

DINAS
SOSIAL

1 0
6

0
7

2 0
1

Pemelihaa
n Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional 

 60,000,00
0

 60,000,00
0

 60,000,00
0

 60,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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Kabupaten
/Kotaa

1
0
6

0
7

2
0
1

0
1

Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana

Taman
Pahlawan
Nasional

Kabupaten
/Kota

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Rehabilitasi 
serta 
Pemeliharaa
n Pahlawan 
Nasional 
Sarana dan 
Prasarana 
Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional
Kabupaten/
Kota

1
dokum

en

12,334
,000

 
1

 50,000,00
0

 
1

 50,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 
5

 20,000,00
0

 
5

 20,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
7

2
0
1

0
2

Pemelihara
an Taman

Makam
Pahlawan
Nasional

Kabupaten
/Kota

Jumlah 
Makam yang 
Terpenuhi 
Pemeliharan
nya pada 
Taman 
Makam 
Pahlawan 
Kabupaten/
Kota

33
dokum

en

12,334
,000

 
14

 25,000,00
0

 
14

 25,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

  3
3

 25,000,00
0

  33
 25,000,00

0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL

1
0
6

0
7

2
0
1

0
3

Pengamana
n Taman
Makam

Pahlawan
Nasional

Kabupaten
/Kota

Jumlah 
Laporan 
Hasil 
Pengamanan
Taman 
Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/
Kota

12
lapora

n

12,334
,000

 
2

 50,000,00
0

 
2

 50,000,00
0

1
00.0

0

1
00.0

0

 
12

 15,000,00
0

 
12

 15,000,00
0

 
100.
00

 
100.
00

DINAS
SOSIAL
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 2.2 Analisis Kinerja Pelayanaan Dinas Sosial

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai

diterminan  atau  penentu  keberhasilan,  faktor  yang  dimaksud  adalah  kemitraan

antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  dan  pihak  lain  dalam  setiap  proses

pengambilan  kebijakan  dan  pelaksanaan  program  serta  perkembangannya

kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk

menilai  target  capaian  kinerja  pelayanan  SKPD  dengan  ini  indikator  yang   di

gunakan  adalah  Indikator  Kinerja  Mandiri  yang  sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD.

Berdasarkan   amanat   Peraturan   Pemerintah   Nomor   3   Tahun  2007

tentang  kewajiban   daerah   menyusun   Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah

Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur

Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial

Kabupaten Bengkulu Selatan   diukur   dengan   indikator   sebagai berikut:

1. Persentase penangan anak/orang terlantar yang tertangani

2. Persentase penangan bencana alam dan sosial

3. Persentase PPKS yang tertangani  dan mendapatkan rehabilitasi  kesejahteraan

sosial terhadap  jumlah PPKS

4. Persentase  potensi  sumber  kesejatraan  sosial  yang  dibina  dan  diberdayakan

terhadap jumlah PPKS

5. Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Berdasarkan   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  Nomor  13

Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan  Tata Kerja  Dinas Sosial Kabupaten

Bengkulu Selatan. Sebagai tindak lanjut dari  Peraturan Daerah Nomor 13 tahun

2023  tersebut,  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Dinas  Sosial

Kabupaten  Bengkulu Selatan  adalah  melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial

serta penanganan fakir miskin berdasarkan asas otonomi dan tugas  pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyusunan  perencanaan  program  dan  kegiatan  operasional  di  bidang

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta

27



penanganan  fakir  miskin  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembangunan

sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

2. Penetapan kebijakan di bidang Sosial;

3. Pelaksanaan   urusan   pemerintahan   di   bidang     sosial     yang  meliputi

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta

penanganan  fakir  miskin  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembangunan

sesuai  dengan  norma,  standar,  prosedur  dan  kreteria  yang  ditetapkan

Pemerintah;

4. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan tugas dan

fungsinya; 
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Tabel 2.2
Pencapaian kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kab.Bengkulu selatan

No INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN

SPM IKK TARGET RENSTRA 2021-2026 REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATA
N

ANALISI
S

TAHUN
2021

TAHUN
2022

TAHUN
2023

TAHUN
2024

TAHUN
2025

TAHUN
2026

TAHUN
2021

TAHUN
2022

TAHUN
2023

TAHUN
2024

TAHU
N

2025

TAHU
N

2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DINAS SOSIAL BENGKULU SELATAN

Nilai Akip 100 
%

Presentase Perencanaan, 
Evaluasi yang akuntable

100 
%

1 Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

100 
%

Tersusunnya 
Dokumen 
perencanaan 
Perangkat 
daerah

7 dok 7 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 7 dok 7 dok 6 dok 7 dok 6 dok 6 dok

2 Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

100 
%

Tersedianya 
Dokumen 
RKASKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA- 
SKPD

3 dok 3 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 3 dok 3 dok 2 dok 3 dok 2 dok 2 dok

3 Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD

100 
%

Tersedianya 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 3 dok 2 dok 2 dok
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Perubahan RKA-
SKPD

4 Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

100 
%

Tersedianya 
Dokumen 
DPASKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA- 
SKPD

5 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 5 dok 2 dok 2 dok 5 dok 2 dok 2 dok

6 Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

100 
%

Tersedianya 
Laporan Capaian
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

5 dok 5 dok 2  dok 2  dok 2  dok 2  dok 5 dok 5 dok 2 dok 7 dok 2 lap 2 lap

7 Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

100 
%

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah

5 dok 7 dok 7 dok 7 dok 7 dok 7 dok 5 dok 7 dok 7 dok 7 dok 7 lap 7 lap

Presentase Administrasi 
Keuangan yang akuntable

100 
%

8 Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN

100 
%

Terpenuhinya 
gaji dan 
tunjangan ASN

35 org
/bulan

35 org
/bulan

35 org
/bulan

35 org
/bulan

35 org
/bulan

35 org
/bulan

35org/
bulan

35org/
bulan

35org/
bulan

35 org
/bulan

35 
org
/
bulan

35 
org
/
bulan

9 Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

100 
%

Tersedianya 
administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN

12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 
dok

12 
dok

10 Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 

100 
%

Terlaksananya 
Penatausahaan 

12 dok 12 dok 8 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 8 dok 12 dok 12 
dok

12 
dok
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Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

dan 
Pengujian/Verifi
kasi Keuangan 
SKPD

11 Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

100 
%

Tersedianya 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap

12 Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

100 
%

Tersedianya 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD

19 lap 19 lap 19 lap 19 lap 19 lap 19 lap 19lap 19 lap 19 lap 19 lap 19 
lap

19 
lap

13 Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran

100 
%

Tersedianya 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok

Presentase Administrasi 
Barang Milik Daerah 
Yang Akuntable

100 
%
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14 Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

100 
%

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD

12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 
lap

12 
lap

Administrasi 
Kepegawaian Yang 
Akuntable

100 
%

15 Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai

100 
%

Tersedianya Unit
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Disiplin Pegawai

58 unit 58 unit 58 unit 58 unit 58 unit 58unit 58 unit 58 unit 58 unit 58 unit 58 
unit

58 
unit

16 Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan

100 
%

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan

35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 
pkt

35 
pkt

17 Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

100 
%

Terlaksananya 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian

35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 dok 35 
dok

35 
dok

18 Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan

100 
%

Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi

15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 
org

15 
org

19 Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan

100 
%

Terlaksananya 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan

10 org 10 org 10 org 15 org 15 org 15 org 10 org 10 org 10 org 15 org 15 
org

15 
org

20 Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-

100 
%

Terlaksananya 
Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 

5 org 5 org 6 org 10 org 10 org 10 org 5 org 5 org 6 org 10 org 10  
org

10  
org

32



Undangan Peraturan 
Perundang-
Undangan

Presentase pengelolaan 
Administrasi Umum yang
baik

100 
%

21 Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor

49 pkt 49 pkt 49 pkt 50 pkt 50 pkt 50 pkt 49 pkt 49 pkt 49 pkt 50 pkt 50 
pkt

50 
pkt

22 Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 
pkt

20 
pkt

23 Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Bahan Logistik 
Kantor

20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 pkt 20 
pkt

20 
pkt

24 Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan

12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 pkt 12 
pkt

12 
pkt

25 Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
PerundangUndangan 
yang Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan

5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

26 Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

100 
%

Terlaksananya 
Penyelenggaraan
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

32 lap 32 lap 20 lap 20 lap 20 lap 20 lap 1 thn 32 lap 20 lap 20 lap 20 
lap

20 
lap

27 Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

100 
%

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok

28 Jumlah Dokumen 100 Terlaksananya 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
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Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD

% Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD

Presentase pengadaan 
barang milik daerah yang
memadai

100 
%

29 Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas
Jabatan

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 
unit

1 
unit

30 Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 
unit

1 
unit

31 Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Mebel

1 pkt 1 pkt 2 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 1 pkt 1 pkt 2 pkt 2 pkt 2 Pkt 2 Pkt

32 Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya

11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 
unit

11 
unit

33 Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan

100 
%

Tersedianya 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 
unit

1 
unit

Presentase penyediaan 
jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah

100 
%

34 Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

100 
%

Terlaksananya 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 
lap

12 
lap

35 Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

100 
%

Tersedianya Jasa
Komunikasi, 
Sumber Daya Air

12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 
lap

12 
lap
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Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan

dan Listrik

36 Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan

100 
%

Tersedianya Jasa
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap

37 Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

100 
%

Tersedianya Jasa
Pelayanan 
Umum Kantor

36 lap 36 lap 3 lap 3 lap 3 lap 3 lap 36 lap 36 lap 3 lap 3 lap 3 lap 3 lap

Presentase pemeliharaan 
barang milik daerah yang
memadai

100 
%

38 Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

100 
%

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 
unit

5 
unit

39 Jumlah Mebel yang 
Dipelihara

100 
%

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Mebel

5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 
unit

1 
unit

40 Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara

100 
%

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya

11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 
unit

11 
unit

41 Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

100 
%

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 
unit

1 
unit

42 Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor

100 
%

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2unit 2 unit 2 unit 2 
unit

2 
unit
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atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya

Presentase keluarga 
miskin yang mendapat 
jaminan sosial

100 
%

43 Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Didata

100 
%

Terlaksananya 
Pendataan Fakir 
Miskin Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/Kota

13609
orang

13609
orang

22 
orang

22 
orang

22 
orang

22 
orang

13609
orang

13609
orang

22 
orang

22 
orang

22 
oran
g

22 
oran
g

44 Jumlah Keluarga yang 
Mendapatkan 
Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pengentasan 
Keluarga Fakir 
Miskin 
Kabupaten/Kota

13609
kelrga

13609
kelrga

11 
orang

11 
orang

11 
orang

11 
orang

13609
kelrga

13609
kelrga

11 
orang

11 
orang

11 
oran
g

11 
oran
g

45 Jumlah Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 
yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Keluarga 
Penerima 
Manfaat (KPM) 
yang 
Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

64 
kelrga

64 
kelrga

70 
kelrga

70 
kelrga

70 
kelrga

70 
kelrga

64 
kelrga

64 
kelrga

70 
kelrga

70 
kelrga

70 
kelrg
a

70 
kelrg
a

46 Jumlah Orang 
Mendapatkan Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Mendapatkan 
Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi 
Masyarakat 
Kewenangan 

40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 org 40 
org

40 
org
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Kabupaten/Kota
Presentase Anak 
terlantar yang tertangani

100 
%

47 Jumlah Anak-Anak 
Terlantar yang Dijangkau
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Penjangkauan 
Anak-Anak 
Terlantar 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

48 Jumlah Anak-Anak 
Terlantar yang Mendapat 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Rujukan 
AnakAnak 
Terlantar 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

49 Jumlah Anak Terlantar 
yang Terpantau dan 
Terpelihara Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemantauan 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
Anak Terlantar 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

Presentase Jumlah 
penanganan bencana 
alam dan sosial

100 
%

100 
org

50 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1
Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat
(Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

51 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pakaian 
dan Kelengkapan Lainnya

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Mendapatkan 

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org
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yang Tersedia pada Masa 
Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan Pasca 
Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Pakaian dan 
Kelengkapan 
Lainnya yang 
Tersedia pada 
Masa Tanggap 
Darurat 
(Pengungsian) 
dan Pasca 
Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

52 Jumlah Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Tersedianya 
Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

20 unit 20 unit 40 unit 40 unit 40 unit 40 unit 20 unit 20 unit 40 unit 40 unit 40 
unit

40 
unit

53 Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Dukungan 
Psikososial bagi 
Korban Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50 org 50 org 0 org 0 org 0 org 0 org 50 org 50 org 0 org 0 org 0 org 0 org

Presentase 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana

100 
%

54 Jumlah Kampung yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan 
Kampung Siaga Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Kampung yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan 
Kampung Siaga 
Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kampu
ng

60 
kamp
ung

60 
kamp
ung
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55 Jumlah Orang yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan 
Taruna Siaga 
Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50 org 50 org 70 org 70 org 70 org 70 org 50 org 50 org 70 org 70 org 70 
org

70 
org

Presentase Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

100 
%

56 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Permakanan Per 
Orang Sesuai 
dengan Standar 
Gizi Minimal 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50
org

50
org

100 
org

100 
org

100
 org

100 
org

50
org

50
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

57 Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Tersedianya 
Pakaian dan 
Kelengkapan 
Lainnya dalam 1 
Tahun 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150
 org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

58 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Mendapatkan 
Alat Bantu dan 
Alat Bantu 
Peraga Sesuai 

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org
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Kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

59 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Reunifikasi 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 15 
org

15 
org

60 Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual 
dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 
org

75 
org

61 Jumlah Peserta 
Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, 
serta 
Gelandangan 
Pengemis dan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 
org

25 
org

62 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Layanan 
Data dan Pengaduan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Layanan Data 
dan Pengaduan 
Kewenangan 

25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 
org

25 
org
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Kabupaten/Kota
63 Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Layanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

45 org 45 org 0 org 0 org 0 org 0 org 45 org 45 org 0 org 0 org 0 org 0 org

Presentase Rehabilitasi 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar Panti 
Sosial

100 
%

64 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Layanan 
Kedaruratan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 org 45 
org

45 
org

65 Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Permakanan Per 
Orang Sesuai 
dengan Standar 
Gizi Minimal 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

50
org

50
 org

100 
org

100 
org

100
 org

100 
org

50
org

50
org

100 
org

100 
org

100 
org

100 
org

66 Jumlah orang yang 
Menerima pakaian dan 
kelengkapan lainnya 
yang Tersedia dalam 1 
tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Tersedianya 
Pakaian dan 
Kelengkapan 
Lainnya dalam 1 
Tahun 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150
 org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

150 
org

67 Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 

100 
%

Terlaksananya 
Pemberian 
Bimbingan Fisik, 

35 org 35 org 25 org 25 org 25 org 25 org 35 org 35 org 25 org 25 org 25 
org

25 
org
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Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Mental, Spiritual 
dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

68 Jumlah Peserta dalam 
Pemberian Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Pemerlu Pelayan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlakasananya 
Pemberian 
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan 
Korban 
HIV/AIDS dan 
NAPZA 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 org 75 
org

75 
org

69 Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Kerja 
Sama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Kerja Sama antar
Lembaga dan 
Kemitraan dalam
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 
Sosial 
Kabupaten/Kota

12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 
dok

12 
dok

Presentase Potensi 
sumber kesejahteraan 
sosial yang dibina dan 
diberdayakan terhadap 
jumlah PPKS

100 
%

70 Jumlah Orang Mendapat 
Peningkatan Kapasitas 
Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Meningkatnya 
Kemampuan 
Potensi Pekerja 
Sosial 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 org 22 
org

22 
org
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71 Jumlah Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang 
Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Meningkatnya 
Kapasitas 
Tenaga 
Kesejahteraan 
Sosial 
Kecamatan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 org 11 
org

11 
org

72 Jumlah Keluarga yang 
Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Meningkatnya 
Kapasitas 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

60 
Klrga

60 
Klrga

60 
Klrga

60 
Klrga

70 
Klrga

70 
Klrga

60 
Klrga

60 
Klrga

60 
Klrga

60 
Klrga

70 
Klrga

70 
Klrga

73 Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Meningkatnya 
Kapasitas 
Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemba
ga

3 
Lemb
aga

3 
Lemb
aga

74 Jumlah Sertifikat yang 
dari Hasil Peningkatan 
Sumber Daya Manusia 
dan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga 
(LK3) Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Meningkatnya 
Kemampuan 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Penguatan 
Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfkat

25 
Strfk
at

25 
Strfk
at

Meningkatnya nilai-nilai 
kepahlawanan dan 
restorasi sosial

100 
%

75 Jumlah Dokumen Hasil 
Rehabilitasi serta 
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Taman Makam

100 
%

Terlaksananya 
Rehabilitasi 
serta 
Pemeliharaan 

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 
Dok

1 
Dok
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Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Sarana dan 
Prasarana 
Taman Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

76 Jumlah Makam yang 
Terpenuhi 
Pemeliharannya pada 
Taman Makam Pahlawan 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Taman Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
makam

33 
maka
m

33 
maka
m

77 Jumlah Laporan Hasil 
Pengamanan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

100 
%

Terlaksananya 
Pengamanan 
Taman Makam 
Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 
lap

12 
lap
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Sosial

Dari  analisis  diatas  maka  Dinas  Sosial  sebagai  koordinator  bidang

Pelayanan   Sosial   telah   mampu   mengkoordinasikan  pelayanan  bidang

kesejahteraan  sosial  sehingga  ketersediaan  dokumen  perencanaan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin.

Ketercapaian   dan   ketidaktercapaian   atas   berbagai   target kinerja

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tentunya tidak

terlepas dari  berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi  oleh Dinas

Sosial  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan

kesejahteraan  sosial,  adapun  permasalahan  dan  hambatan  yang  dihadapi

tersebut diantaranya :

1. Sekretariat

a. Belum optimalnya penerapan SOP sesuai dengan sosial yang berlaku

b. Belum memadainya prasarana dan sarana aparatur pemerintah

c. Belum optimalnya kapasitas SDM bidang Sosial

d. Belum optimalnya kualitas pelaporan dan keuangan

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabsos PPKS

b. Belum optimalnya pembinaan disabelitas dan korban trauma

3. Bidang pemberdayaan

a. Belum update dan valid nya PPKS

b. Belum optimalnya dan kuantitas pemberdayaan PPKS

c. Belum  optimalnya  kualitas  dan  kuantitas  pemberdayaan  kelembagaan

kesejahteraan sosial

d. Belum  optimalnya  pemahaman  nilai-nilai  kepahlawanan  dan  kesetia

kawanan sosial di semua sosial masyarakat.

e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SLRT.

4. Bidang perlindungan jaminan sosial

a. Belum  optimalnya  kualitas  dan  kuantitas  pencegahan  dini  dan

penanggulangan bencana ( alam dan sosial )
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5. Bidang penanganan fakir miskin 

a. Belum validnya data kemiskinan ,(Data JKN/KIS,KKS DLL)

b. Belum memadainya sarana untuk validasi Data

Akan  tetapi  Dinas  Sosial  kabupaten  Bengkulu  Selatan  sebagai  intansi  teknis

dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dibidang  sosial  merumuskan

permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  Bengkulu  selatan   yaitu;  kemiskinan,

keterlantaran,  kecacatan,  ketunaan  sosial  dan  penyimpangan  perilaku,  korban

bencana,  atau korban tindak kekerasan yang pada umumnya berkenaan dengan

keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. 

Dari  uraian  permasalahan  yang  dihadapi  Dinas  sosial  Kabupaten  Bengkulu

Selatan  tersebut  diatas  maka  rumusan isu  isu  strategis  urusan wajib  pelayanan

dasar  yang dilaksanakan sebagaimana  disebutkan dalam renstra  Dinas  sosial   “

masih banyaknya jumlah  Fakir miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejatraan Sosial

(PPKS) yang belum mendapatkan pelayanan sosial yang berkeadilan”.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan  awal  RKPD/RENSTRA  OPD  menjadi  acuan  dalam  penyusunan

rancangan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan terhadap

kebutuhan OPD dikaitkan dengan visi  dan misi  RPJMD 2021-2026  serta  urusan

wajib  pelayanan  dasar  yang  diselenggarakan  dinas  sosial  kabupaten  Bengkulu

selatan. 

Program prioritas yang mendukung misi di fokuskan pada :

1. Program perlindungan jaminan sosial

2. program penanganan bencana

3. Program Rehabilitasi sosial

4. Program Pemberdayaan sosial

5. Program Pengelolaan taman makam pahlawan

Dari uraian tersebut diatas sesuai dengan Kewenangan Dinas Sosial sebagaimana

telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 35 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial

Kabupaten Bengkulu Selatan.                   
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja dinas sosial kabupaten Bengkulu selatan didiskusikan

dalam  pembahasan  forum  OPD  kabupaten.  Pembahasan  dilakukan  untuk

menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrembang

RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada  forum  OPD  ada  usulan  program  kegiatan  yang  ditujukan  kepada  dinas

sosial kabupaten Bengkulu selatan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat LSM

dan kecamatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan

terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.
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Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME

KEBUTUHAN

DANA

CATATAN

1 PROGRAM  PEMBERDAYAAN

SOSIAL

Pengembangan  Potensi  Sumber

Kesejahteraan  Sosial  Daerah

Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi

Pekerja  Sosial  Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  Mendapat

Peningkatan  Kapasitas

Pekerja  Sosial  Masyarakat

Kewenangan

Kabupaten/Kota

158 Orang 15,000,000

Peningkatan  Kemampuan  Potensi

Tenaga  Kesejahteraan  Sosial

Kecamatan  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah  Tenaga

Kesejahteraan  Sosial

Kecamatan  Kewenangan

Kabupaten/Kota  yang

Meningkat  Kapasitasnya

Kewenangan

11 Orang 191,489,800
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Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi

Sumber  Kesejahteraan  Sosial

Keluarga  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah  Keluarga  yang

Meningkat  Kapasitasnya

Kewenangan

Kabupaten/Kota

65 Keluarga 29,151,000

Peningkatan  Kemampuan  Potensi

Sumber  Kesejahteraan  Sosial

Kelembagaan  Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Lembaga

Kesejahteraan  Sosial  yang

Meningkat  Kapasitasnya

Kewenangan

Kabupaten/Kota

6 Lembaga 66,726,000

Peningkatan  Kemampuan  Sumber

Daya  Manusia  dan  Penguatan

Lembaga  Konsultasi  Kesejahteraan

Keluarga (LK3)

Jumlah  Sertifikat  yang  dari

Hasil  Peningkatan  Sumber

Daya  Manusia  dan Lembaga

Konsultasi  Kesejahteraan

Keluarga (LK3) Kewenangan

Kabupaten/Kota

158

Sertifikat

12,000,000

2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi  Sosial  Dasar

Penyandang  Disabilitas  Terlantar,

Anak  Terlantar,  Lanjut  Usia

Terlantar,  serta  Gelandangan
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Pengemis di Luar Panti Sosial

Penyediaan Permakanan Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pemenuhan

Kebutuhan  Permakanan

Sesuai  dengan  Standar  Gizi

Minimal  Kewenangan

Kabupaten/Kota

200 Orang 85,812,000

Penyediaan Sandang Jumlah  Orang  yang

Menerima  Pakaian  dan

Kelengkapan  Lainnya  yang

Tersedia  dalam  1  Tahun

Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 15,000,000

Penyediaan Alat Bantu Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan Alat Bantu dan

Alat  Bantu  Peraga  Sesuai

kebutuhan  Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 25,843,400

Pemberian  Pelayanan  Reunifikasi

Keluarga

Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pelayanan

Reunifikasi  Keluarga

20 Orang 20,000,000
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Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pemberian  Bimbingan  Fisik,  Mental,

Spiritual, dan Sosial

Jumlah  Peserta  Bimbingan

Fisik,  Mental,  Spiritual  dan

Sosial  Kewenangan

Kabupaten/Kota

25 Orang 15,000,000

Pemberian Bimbingan Sosial  Kepada

Keluarga  Penyandang  Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar,  serta  Gelandangan

Pengemis dan Masyarakat

Jumlah  Peserta  Pemberian

Bimbingan  Sosial  Kepada

Keluarga  Penyandang

Disabilitas  Terlantar,  Anak

Terlantar,  Lanjut  Usia

Terlantar, serta Gelandangan

Pengemis dan Masyarakat

25 Orang 20,000,000

Pemberian  Layanan  Data  dan

Pengaduan

Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Layanan  Data

dan Pengaduan Kewenangan

Kabupaten/Kota

25 Orang 15,000,000

Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pelayanan

Kedaruratan  Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 53,551,000
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Rehabilitasi  Sosial  Penyandang

Masalah  Kesejahteraan  Sosial

(PMKS)  Lainnya  Bukan  Korban

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

Sosial

Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pelayanan

Kedaruratan  Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 15,000,000

Penyediaan Permakanan Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pemenuhan

Kebutuhan  Permakanan

Sesuai  dengan  Standar  Gizi

Minimal  Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 22,000,000

Pemberian  Bimbingan  Fisik,  Mental,

Spiritual, dan Sosial

Jumlah  Peserta  Bimbingan

Fisik,  Mental,  Spiritual  dan

Sosial  Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 30,254,000

Pemberian  Bimbingan Sosial  kepada

Keluarga  Penyandang  Masalah

Jumlah  Peserta  dalam

Pemberian Bimbingan Sosial

50 Orang 18,000,000
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Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

kepada  Keluarga

Penyandang  Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya  Bukan  Korban

HIV/AIDS  dan  NAPZA

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Kerja  Sama  antar  Lembaga  dan

Kemitraan  dalam  Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah  Dokumen  Hasil

Koordinasi  dan  Kerja  Sama

antar  Lembaga  dan

Kemitraan  dalam

Pelaksanaan  Rehabilitasi

Sosial Kabupaten/Kota

5 Dokumen 15,000,000

PROGRAM  PERLINDUNGAN  DAN

JAMINAN SOSIAL

Pemeliharaan  Anak-Anak

Terlantar

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar

yang Dijangkau Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 18,000,000

Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar 50 Orang 15,000,000
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yang  Mendapat  Rujukan

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pemantauan  Terhadap  Pelaksanaan

Pemeliharaan Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang

Terpantau  dan  Terpelihara

Kewenangan

Kabupaten/Kota

50 Orang 14,000,000

Pengelolaan  Data  Fakir  Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan  Fakir  Miskin  Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan

Daerah  Kabupaten/Kota

yang Didata

1400 Orang 79,275,200

Pengelolaan  Data  Fakir  Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah  Keluarga  yang

Mendapatkan  Pengentasan

Fakir  Miskin

Kabupaten/Kota

1400

Keluarga

15,000,000

Fasilitasi  Bantuan  Sosial

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah  Keluarga  Penerima

Manfaat  (KPM)  yang

Mendapatkan Bantuan Sosial

Kesejahteraan  Keluarga

Kewenangan

8700

Keluarga

300,000,000
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Kabupaten/Kota

Fasilitasi  Bantuan  Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

Jumlah  Orang  Mendapatkan

Bantuan  Pengembangan

Ekonomi  Masyarakat

Kewenangan

Kabupaten/Kota

736 Orang 42,406,200

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan  Sosial  Korban

Bencana  Alam  dan  Sosial

Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Permakanan

3x1  Hari  dalam  Masa

Tanggap  Darurat

(Pengungsian)  Kewenangan

Kabupaten/Kota

60 Orang 82,990,800

Penyediaan Sandang Jumlah  Orang  yang

Mendapatkan  Pakaian  dan

Kelengkapan  Lainnya  yang

Tersedia pada Masa Tanggap

100 Orang 15,000,000
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Darurat  (Pengungsian)  dan

Pasca  Bencana  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Penyediaan  Tempat  Penampungan

Pengungsi

Jumlah Tempat Pengungsian

Kewenangan

Kabupaten/Kota

1 Unit 20,000,000

Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang

Mendapatkan  Layanan

Dukungan  Psikososial

Kewenangan

Kabupaten/Kota

100 Orang 13,000,000

Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

Koordinasi,  Sosialisasi  dan

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Jumlah  Kampung  yang

Melaksanakan  Koordinasi,

Sosialisasi  dan  Pelaksanaan

Kampung  Siaga  Bencana

Kewenangan

Kabupaten/Kota

12 Kampung 14,000,00
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Koordinasi,  Sosialisasi  dan

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah  Orang  yang

Melaksanakan  Koordinasi,

Sosialisasi  dan  Pelaksanaan

Taruna  Siaga  Bencana

Kewenangan

Kabupaten/Kota

21 Orang 66,073,300

PROGRAM  PENGELOLAAN  TAMAN

MAKAM PAHLAWAN

Pemeliharaan  Taman  Makam

Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota

Rehabilitasi  Sarana  dan  Prasarana

Taman  Makam  Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota

Jumlah  Dokumen  Hasil

Rehabilitasi  serta

Pemeliharaan  Sarana  dan

Prasarana  Taman  Makam

Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 20,000,000

Pemeliharaan  Taman  Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah  Makam  yang

Terpenuhi  Pemeliharannya

pada  Taman  Makam

Pahlawan Kabupaten/Kota

33 Makam 27,351,000
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Pengamanan  Taman  Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah  Laporan  Hasil

Pengamanan  Taman  Makam

Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota

1 Laporan 11,000,000
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang

akan  dihadapi  dan  capaian   pembangunan  selama  ini,maka  visi  pembangunan

nasional 2015-2019 adalah ;

 ”terwujudnya  Indonesia  yang  berdaulat  ,  mandiri  dan  berkeperibadian

berlandaskan gotong royong ” 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan  keamanan  nasional  yang  mampu  menjaga  kedaulatan  wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan  masyarakat  maju,  berkesinambungan  dan  demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati  diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewejudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan  masyarakat  yang  berkepribadian  dalam  kebudayaan,  untuk

menunjukkan  prioritas  dalam  jalan  perubahan  menuju  indonesia  yang

berdaulat  secara politik,  mandiri  dalam bidang ekonomi,  dan berkepribadian

dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan

ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan  kembali  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan

memberikan rasa aman kepada seluruh negara

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola  Pemerintah

yang bersih ,efektif, demokratis,dan terpercaya.

3. Membangun indonesia  dari  pinggiran dengan memperkuat  daerah-daerahdan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

76



4. Memperkuat  kehadiran  negara  dalam   melakukan  reformasi  sistem

danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia  indonesia.

6. Meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  internasional

sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia

lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan

daerah dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

TABEL 3.1  SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1.  Meningkatnya keluarga penerima 
manfaat

-  Melalukan pemutahkiran data 
masyarakat miskin   secara berkala 
melalui aplikasi SIK-NG

2.  Terpenuhinya pelayanan dan 
rehabilitasi sosial, kemandirian dan 
keberfungsian sosial

- Memberikan pelayanan kepada disbilitas 
terlantar,anak terlantar lanjutusia 
terlantar gelandangan dan pengemis

- Melakukan pelayanan kedaruratan 
kepada ODGJ

3.  Meningkatnya penanganan korban 
bencana alam dan sosial

- Terpenuhuinya kebutuhan dasar bagi 
korban bencana alam dan sosial

4.  Meningkatnya pelayanan sosial 
kelembagaan  masyarakat

-  Menunbuh kembangkan peran dan 
fungsi kelembagaan sosial 
kemasyarakatan dalam mempercepat 
jangkauan pelayananan
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3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana  Strategis  Kementerian  Sosial  merupakan  rangkaian  upaya

mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  agar  dapat

berdaya  dan  berfungsi  sosial.  Kementerian  sosial  menyelenggarakan  berbagai

aspek  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  khususnya  urusan  bidang

rehabilitasi  sosial,  jaminan sosial,  pemberdayaan sosial,  perlindungan sosial  dan

fakir miskin. Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020

-  2024 adalah meningkatnya kemandirian sosial  ekonomi penduduk miskin  dan

rentan  melalui  peningkatan  kemampuan  penduduk  miskin  dan  rentan  dalam

pemenuhan  kebutuhan  dasar,meningkatnya  kualitas  data  terpadu  kesejahteraan

sosial,meningkatnya  kualitas  pemberi  layanan  kesejahteraan  sosial  melalui

meningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan sosial.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial dalam dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2023 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang

semula  sekedar  urusan  residual  menjadi  urusan  wajib  yang  didukung  oleh

akurasidata  dan indikator  kinerja  terukur,  diimplementasikan kedalam program

dan  kegiatan  Dinas  Sosial  Provinsi  Bengkulu  yang  dilaksanakan  secara  sinergis

melalui  kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar  good governance);

serta  berorientasi  kepada  pemulihan  sosial  psikologis  PPKS  dan  penguatan

kapasitas PSKS.
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3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

TABEL. 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

OPD : DINAS SOSIAL 
ESSELON II

NO Tujuan
Perangka
t Daerah

Indikator
Tujuan

Sasaran
Perangkat

Daerah

Indikator
Sasaran

Penjelasan/Formulasi Penghitungan Target Kinerja Sumb
er

Data

Penan
ggung
Jawab

202
2

2023 202420252026

1
.

Meningkatn
ya 
kemandiria
n PPKS dan 
PSKS

1. Persentase
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) 
Dinas 
Sosial

1. Meningkatny
a 
Perlindunga
n Sosial dan 
Pelayanan 
Bagi Seluruh
Masyarakat

1. Persentase 
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) 
Dinas 
Sosial

∑Jumlah  Disabilitas  Terlantar,  Anak  Terlantar,
Lanjut  Usia  Terlantar,  serta  Gelandangan
Pengemis  di  Luar  Panti  Sosial  dan  Korban
Bencana Alam/Sosial thn (n)

30

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

x 100%
 ∑ Jumlah Yang Tertangani (n)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dalam pencapaian target terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang lebih tepat untuk

mencapai misi pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang. 

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu selatan tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya kemandirian

PPKS dan PSKS.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah :

Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat.
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Tabel. 3.3
Tujuan sasaran Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO Tujuan
Perangka
t Daerah

Indikator
Tujuan

Sasaran
Perangkat

Daerah

Indikator
Sasaran

Penjelasan/Formulasi Penghitungan Target Kinerja Sumb
er

Data

Penan
ggung
Jawab

202
2

2023 202
4

202
5

2026

1. Meningkatn
ya 
kemandiria
n PPKS dan 
PSKS

4. Persentase 
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) 
Dinas 
Sosial

4. Meningkatny
a 
Perlindunga
n Sosial dan 
Pelayanan 
Bagi Seluruh
Masyarakat

4. Persentase 
Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) 
Dinas 
Sosial

∑Jumlah  Disabilitas  Terlantar,  Anak  Terlantar,
Lanjut  Usia  Terlantar,  serta  Gelandangan
Pengemis  di  Luar  Panti  Sosial  dan  Korban
Bencana Alam/Sosial thn (n)

30

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Dinas
Sosial

Dinas
Sosial

x 100%
 ∑ Jumlah Yang Tertangani (n)
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Berdasarkan rancangan awal RKPD Program yang akan dilaksanakan tahun

2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan berbagai kegiatan yang mencakup

pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten dan

Pelayanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Program  Rehabilitasi  Sosial  mencakup  Rehabilitasi  sosial  dasar

penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar lanjut usia terlantar serta

gelandangan pengemis di luar panti.

3. Program  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial untuk  mensinkronisasikan

Pengelolahan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten.

4. Program  Penanganan  Bencana  meliputi  Perlindungan  sosial  Korban

Bencana Alam dan Sosial Kabupaten.

5. Program  Pengelolaan  Taman  Makam  Pahlawan  untuk  pemeliharaan

taman  makam  pahlawan  nasional  kabupaten  dan  kebersihan  lingkungan

taman makam.

Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  melaksanakan  Urusan  Wajib

Pelayanan Dasar,  yaitu Urusan Sosial  sehingga program kegiatan di Dinas Sosial

Kabupaten  Bengkulu  Selatan   tidak  secara  spesifik  mendukung  salah  satu  atau

beberapa program prioritas di tahun 2023, tetapi secara tidak langsung menunjang

seluruh program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2023 tersebut diatas.
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3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan rancangan awal kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

memiliki 6 program, 16 kegiatan, dan 65 sub kegiatan uraian lengkap tabel ada di

lampiran.

1. Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan

a. Mendukung  pencapaian  visi  dan  misi  kepala  daerah  melalui  penyusunan

rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis. 

b. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan

pembangunan kesejahteraan masyarakat

c. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik  perencanaan peningkatan

kesejahteraan sosial masyarakat.

d. Penerapan  anggaran  kinerja  dalam  rangka  peningkatan  efisiensi  dan

efektivitas pelaksanaan program/kegiatan; 

e. Adanya  sumber-sumber  pendanaan  yang  menunjang  untuk  membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rumusan Program Dan Kegiatan Renja

 Secara garis  besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Sosial  Kabupaten

Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

2024  merupakan  program/kegiatan  dalam  melaksanakan tugas dan fungsi

Perangkat  Daerah  dalam  kerangka    perumusan  penyusunan    dokumen

perencanaan  peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Jumlah  program  yang  akan   dilaksanakan   pada   tahun   2024,  sesuai

Nomenklatur  Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  050_5889  Tahun

2021  sebanyak   6  program, yang tediri dari 1 program penunjang urusan

pemerintah daerah dan 5 program pendukung.

c. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai nomenklatur

Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  050_5889  Tahun  2021  adalah

sebanyak 16 (enam belas) kegiatan. 

d. Pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   050_5889   Tahun   2021  ,

nomeklatur program dan kegiatan berubah  hingga      ke    level      sub

kegiatan. Operasionalisasinya    dilakukan      dengan memetakan program dan

kegiatan lama (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) ke
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nomenklatur  program,  kegiatan,  dan subkegiatan  baru yang sesuai  dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021.

e. Jumlah  sub  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024  sesuai

nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021

sebanyak 65 sub kegiatan.

f. Jumlah  kebutuhan  dana/pagu  indikatif  dalam  mendukung  Pelaksanaan

program/kegiatan/subkegiatan   Renja  Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

2024 adalah sebesar Rp. 6,514,572,400,- (enam milyar lima ratus empat belas

juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari

dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. 

3. Penjelasan Jika Rumusan Program Tidak Sesuai 

 Program dan kegiatan Renja Renja Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun  2024  untuk  nomenklatur  program,  kegiatan,  dan  subkegiatan  sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri 050_5889 Tahun 2021.

4. Tabel Rencana Program

Penjabaran rencana program Dinas  Sosial  Kabupaten Bengkulu  Selatan tahun

2024 dapat dilihat dari table dibawah.
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TABEL 3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN

1 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat
Daerah

Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan  Penatausahaan  dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Administrasi  Kepegawaian  Perangkat
Daerah

Peningkatan  Sarana  dan Prasarana  Disiplin
Pegawai

Pendataan  dan  Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan  Komponen  Instalasi  Listrik/Penerangan
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Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Catakan dan Pengadaan

Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan
Perundangundangan
Penyelenggaraan  RapatKoordinasi  dan  Konsultasi
SKPD

Pengadaan  Barang  Milik  Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan  Kendaraan  Dinas Operasional  atau
Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan  Jasa  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan  Jasa  Peralatan dan  Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah
Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah

Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL

Pengembangan  Potensi  Sumber
Kesejahteraan  Sosial  Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi  Pekerja  Sosial

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi  Tenaga
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Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi  Sumber

Kesejahteraan  Sosial  Keluarga  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Potensi  Sumber

Kesejahteraan  Sosial  Kelembagaan  Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan  Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia
dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

3 PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL

Rehabilitasi  Sosial  Dasar  Penyandang
Disabilitas  Terlantar,  Anak  Terlantar,
Lanjut  Usia  Terlantar,  serta
Gelandangan  Pengemis  di  Luar  Panti
Sosial

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Permakanaan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan

Sosial

Pemberian  Bimbingan  Sosial  kepada  Keluarga
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Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar,

Lanjut  Usia  Terlantar,  serta  Gelandangan

Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Pemberian Layanan Kedaruratan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di
Luar Panti Sosial

Pemberian Layanan Kedaruratan

Penyediaan Permakanan

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan

Sosial

Pemberian  Bimbingan  Sosial  kepada  Keluarga

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4 PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Rujukan Anak-Anak Terlantar

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan

Anak Terlantar
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Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan  Fakir  Miskin  Cakupan  Daerah

Kabupaten/Kota

Pengelolaan  Data  Fakir  Miskin  Cakupan  Daerah

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi  Bantuan  Pengembangan  Ekonomi

Masyarakat

5 PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA

Perlindungan  Sosial  Korban  Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Pelayanan Dukungan Psikososial

Penyelenggaraan  Pemberdayaan
Masyarakat  Terhadap  Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung

Siaga Bencana

Koordinasi,  Sosialisasi  dan  Pelaksanaan  Taruna

Siaga Bencana

6 PROGRAM PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota
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Pengamanan  Taman  Makam  Pahlawan  Nasional

Kabupaten/Kota
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1  Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta

pagu  indikatif  yang  dirancang  untuk  mendukung  terwujudnya  capaian  Renstra

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan  Tahun   2021- 2026 untuk mendukung

prioritas  pembangunan  daerah  dan  prioritas  perangkat  daerah  maupun  untuk

pemenuhan  pelayanan  perangkat  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan

pemerintahan daerah yang diemban.

4.2 Prioritas  Perangkat  Daerah  yang  Mendukung    Prioritas      Pemerintah Kota

Memperhatikan  arah  kebijakan  Nasional  tahun  2024  dan  prioritas

pembangunan  Kabupaten  Bengkulu  Selatan   tahun  2024  sebagaimana  tertuang

dalam  RKPD  Kabupaten  Bengkulu  Selatan   Tahun  2024,  maka  dalam  kaitannya

dengan tugas pokok dan fungsi  Dinas Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan  tidak

secara langsung mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan

namun berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan

Kabupaten  Bengkulu  Selatan  terkait  dengan  pelayanan  sosial  bagi  masyarakat.

Disamping itu, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan  juga memegang peranan

penting dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan

dalam  dokumen  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang  merupakan

penjabaran  dari  RPJMD  dan  mengacu  pada  RKP  Nasional  dan  RKPD  Provinsi

Bengkulu yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam  mendukung  prioritas  pembangunan  sebagaimana  tertuang  dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial

Kabupaten Bengkulu  Selatan   Tahun 2024,  rencana kerja  dan pendanaan tahun

2024  diarahkan  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas  dan fungsi  Dinas  Sosial

Kabupaten  Bengkulu  Selatan   yaitu  Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang

sejahtera, berkualitas dan berdaya saing.
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BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 merupakan

pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke 4 periode Renstra 2021-2026. Program dan

kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi

Dinas  Sosial  Kabupaten Bengkulu Selatan dan mendukung tercapainya visi  dan misi

pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten

Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam

menyusun program kegiatan OPD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan renja Dinas

Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung

jawab  seluruh  karyawan/karyawati  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  serta

peran aktif Stake Holder yang bersangkutan.

Demikian  lah  atas  kerjasama  diucapkan  terimakasih  dan  semoga  tuhan  yang

maha  esa  selalu  melimpahkan  rahmat  dan  hidayah  nya  kepada  kita  semua  dalam

melaksanakan tugas pokok fungsi OPD.

               Manna, 20 Juli 2023
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